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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 1 TAHUN 2017       
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 27 TAHUN 2014 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannnya Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daeah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dipandang 

tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan 
perubahan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Ketiga  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3985); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4355);  

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);   
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);   

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

serta Penyampaiannya; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 

11 Seri E No.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2008 Nomor 3  Seri E No.1); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 159); 

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 Seri E 
No. 21); 

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 69 Seri D No. 21); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KENDAL NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM 
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN KENDAL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
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Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2014 Nomor 27 Seri E No. 21) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 

 

Pasal 8 
 

 

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dalam 

kedudukannya sebagai BUD menunjuk Pejabat di 
lingkungan Badan Keuangan Daerah sebagai Kuasa BUD 

kepada : 

a. Kepala Bidang Anggaran sebagai kuasa BUD yang 
bertugas : 

1) menyiapkan anggaran kas; 

2) menyiapkan SPD; dan 

3) melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah. 

b. Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai kuasa BUD 

yang bertugas : 

1) menerbitkan SP2D; 

2) memantau pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga 
keuangan lainnya yang ditunjuk; 

3) mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 

dalam pelaksanaan APBD; 

4) menyimpan uang daerah; 

5) melaksanakan penempatan uang daerah dan 
mengelola/menatausahakan investasi daerah; dan 

6) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan 

pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas 
umum daerah.  

c. Kepala Bidang Penagihan Pendapatan sebagai kuasa 
BUD yang bertugas melakukan penagihan piutang 
daerah. 

d. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagai kuasa 
BUD yang bertugas menyimpan seluruh bukti asli 
kepemilikan kekayaan daerah. 

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi 
Keuangan sebagai Kuasa BUD yang bertugas 

melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. 

f. Kepala Subbidang Pemegang Kas Daerah sebagai Kuasa 
BUD yang bertugas menandatangani surat 

pemindahbukuan pencairan dana berdasarkan SP2D 
atas beban rekening kas umum daerah. 

 (2) Kuasa BUD dalam menjalankan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku 
PPKD dalam kedudukannya sebagai BUD. 
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(3)  Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

2 Frasa “Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah” yang disingkat dengan “DPPKAD” dibaca dan 

dimaknai sebagai “Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal” yang disingkat “Bakeuda”. 

3 Frasa “Satuan Kerja Perangkat Daerah” yang disingkat 

“SKPD” dibaca dan dimaknai sebagai “Organisasi Perangkat 
Daerah” yang disingkat “OPD”. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal  3 Januari 2017 
   

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

 
 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal  3 Januari 2017 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 
BAMBANG DWIYONO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 2 

 


